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Dessy Kusuma Dewi ,. The Attorney General's Office issued Regulation of the 
Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Cessation of 
Prosecutions Based on Restorative Justice (hereinafter written Perja No.15/2020). 
According to this regulation, the Public Prosecutor (JPU) has the right to stop prosecuting a 
defendant in certain cases, if the victim and the defendant have agreed to peace. 
The existence of Perja No. 15/2020, which gives the prosecutor's authority to stop 
prosecution based on restorative justice, is a breakthrough in solving criminal acts. 
Restorative justice(restorativejustice)is an approach in solving crime that is now back 
many voiced in various countries. Through a restorative justice approach, victims and 
perpetrators of criminal acts are expected to achieve peace by prioritizing win-win 
solutions, and emphasizing so that the victims' losses are replaced and the victims forgive 
the perpetrators of criminal acts.. 
The limitation of a criminal act can be terminated prosecution by law and 
resolved out of court with a restorative justice approach consisting of the person or 
the perpetrator who is the suspect for the first time committing a criminal act. Then, 
there are two conditions regarding the criminal act. First, a criminal act committed 
is punishable only by a fine or punishable by imprisonment of not more than five 
years. Second, a criminal act is committed with the value of the evidence or loss 
incurred as a result of the crime not exceeding 2.5 million rupiah. This means, in 
principle, criminal cases can be closed for the sake of law and the prosecution is 
terminated based on Restorative Justice, limited only to perpetrators who have 
recently committed and not recidivists, and only for certain types of minor criminal 
acts. 
Referring to the principles of fast, simple, and low cost justice, Perja 
Number 15 of 2020 has been accommodated through an out-of-court process, 
namely by means of a peace process between the victim and the perpetrator. The 
peace process is carried out by the parties voluntarily, by deliberation to reach a 
consensus, without pressure, coercion and intimidation. In the peace process, the 
Public Prosecutor acts as a facilitator, which means that he has no interest or 
connection with the case, victim or suspect, either personally or professionally, 
directly or indirectly. 
 
 









Dessy Kusuma Dewi ,. Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Menurut 
peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan 
terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa 
sudah sepakat damai.  
Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk 
menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam 
penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan 
pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak 
disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan 
pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan 
mengedepankan win-win solution, dan menitikberakan agar kerugian korban 
tergantikan dan pihak korban memafkan pelaku tindak pidana..  
Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi 
hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif 
terdiri dari mengenai orang atau pelaku adalah tersangka baru pertama kali 
melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. 
Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau 
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana 
dilakukan dengan nilai barang bukti  atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat 
dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Artinya, pada prinsipnya perkara 
tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan 
Keadilan Restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan 
bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. 
Merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Perja 
Nomor 15 Tahun 2020 telah diakomodir peyelesaian melalui proses diluar 
pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak 
pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan 
musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses 
perdamaian tersebut Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak 
mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun 
Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejaksaan merilis Perja No. 15/2020 tentang Penghentian 
PenuntutanABerdasarkanAKeadilanARestoratif. Menurut peraturan ini, Jaksa 
PenuntutAUmum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses tuntutan 
terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara 
korban dan terdakwa.  
Rilisnya Perja diharapkan menjadi berita yang mengembirakan bagi 
masyarakat menganggap bahwa kasus pidana kecil yang tidak layak 
dilanjutkan ke pengadilan. Dikatakan tidak layak, karena biaya perkara yang 
dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, 
lebih-lebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai. Apabila 
diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Lebih dari itu Perja 
ini juga diharapkan dapat mengatasi dilematis over capacity di pengadilan. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur 
bahwa yang menjadi ukuran tindak pidana bukan besar kecilnya kerugian, 
tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak. Sebagai contoh, 
kasus yang membuat gempar masyarakat Indonesia pada tahun 2009; 
pencurian 3 buah kakao seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) yang dilakukan 
oleh Nenek Minah yang berusia 55 tahun di Purwokerto1. Tahun 2018 ada 
kasus Kakek Sarimin berusia 68 tahun yang mencuri getah karet seberat 1,9 
kg seharga Rp.17.000 (Tujuh belas ribu rupiah).  
                                                             





Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, 
kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. 
Secara materil perbuatan yang dilakukan Nenek Minah maupun Kakek 
Sarimin telah memenuhi unsur delik pencurian, meskipun secara hati nurani 
perkara tersebut tidak layak untuk disidangkan. 
Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated 
Criminal Justice System), yang mendasarkan pada prinsip “diferensiasi 
fungsional”. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum 
sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap 
aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang2. 
Mekanisme integrated criminal justice system dimaksudkan untuk 
membuktikan sampai dengan mempidana orang yang melakukan tindak 
pidana. Dengan kata lain, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, 
harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh 
alat negara di setiap tahapannya. 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri atas 4 (empat) 
komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan 
terpidana. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerja sama dan dapat 
membentuk bekerjanya suatu ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated 
Criminal Justice System)”3.  
Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas serangkaian tahapan 
mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh 
Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, hingga 
                                                             
2  Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 90.  
3  Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 





pemidanaan oleh Pengadilan, dan Pemasyarakatan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan. Tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat 
kompleks.4 Semuanya bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran 
materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat.5 
Jaksa merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menuntut 
terdakwa. Mayoritas publik beranggapan bahwa tugasnya sama seperti 
penuntut umum. Padahal keduanya memiliki perbedaan tugas. Tugas dan 
wewenang jaksa diatur dalam UU RI No.16/2004_tentang_Kejaksaan 
Republik_Indonesia_pasal 30. Keberadaan UU tersebut menjadi pembeda 
tugas dan kewenangan antara Jaksa Agung dan Penuntut Umum.  
Pada KUHAP dicantumkan bahwa Seorang Jaksa berwenang untuk 
tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang 
dipersidangkan sudah kadaluarsa,  bukti-bukti yang diajukan tidak memadai,  
dan tersangka meninggal dunia (nebis in idem). Seperti yang diatur dalam UU 
RI No.16/2004_tentang_Kejaksaan Republik_Indonesia_pasal 35 ayat 1 
huruf c 6. Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk 
itu. Konsekuensinya wewenang tersebut tidaklah dimiliki oleh penuntut 
umum. Konsekuensi yang dapat terjadi adalah saat pelaku dan korban sepakat 
untuk damai pada tahap penuntutan, penuntut umum akan terus melanjutkan 
perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap. 
                                                             
4  Kurniawan Tri Wibowo, Hukum dan Keadilan (Peradilan yang Tidak Kunjung Adil), Depok: 
Papas Sinar Sinanti, 2020, hlm. 58. 
5  Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm.13. 
6  Andi Muhamad Sofyan dan Abd. Azis, Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”,Jakarta: 





Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa 
untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi 
terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative 
justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat 
ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan 
keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat 
mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan 
menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban 
memaafkan pelaku tindak pidana. 
Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law 
enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak 
operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas 
untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat 
difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan 
sosial yang lebih baik. Aspek social yang berasaskan manfaat (expediency) 
seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana 7 . Sistem 
peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan 
kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem 
peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang 
lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada 
ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan8.  
Gustav Radbruch membagi hukum kedalam 3 nilai dasar, yaitu 
keadilan,Akegunaan,AdanAkepastian. Nilai-nilai tersebut memiliki 
                                                             
7   Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2020, hlm. 4. 





keterkaitan yang saling tarik menarik sehingga menciptakan 
spannungsverhaltnis (ketegangan). Hal tersebut dikarenakan adanya 
perbedaan isi tuntutan dan berpotensi untuk saling berlawanan9. Oleh karena 
itu, diperlukan asas prioritas dalam menentukan nilai mana yang akan 
digunakan10. Faktanya, keadilan dalam hukum seringkali berbenturan dengan 
kepastian dan kemanfaatan hukum dan sebaliknya, bila terjadi benturan maka 
salah satu nilai akan menjadi korban.  
Hukum menjadi alat yang digunakan untuk mengembangkan nilai-
nilai keadilan sehingga menjadi suatu ukuran atas ada tidaknya peraturan 
yang berlaku. Keadilan juga fondasi dari hukumApositif yang 
bermartabatA 11 . Hukum juga menjadi alat yang digunakan untuk 
mengembangkan keadilan yang sifatnya normatif dan konstitutif. Normatif 
karena hukum positif mengacu pada keadilan. Konstitutif karena unsur 
mutlak harus dapat diberikan oleh hukum. Jika tidak terdapat keadilan, maka 
suatu peraturan tidak layak dikatakan sebagai hukum.12 Keberadaan hukum 
pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan ketertiban 
sebab pada implementasinya untuk menjaga ketertiban sosial diperlukan 
adanya paksaan yang sangat besar13.  
SumberAhukumApidana dapat dibagi 2 yaitu materiilAdanAformil. 
Sumber hukumAmateriil yaituAKUHP dan UU pidana selain dari KUHP. 
Sedangkan sumberAhukum formil adalahAKUHAP danAUU lain yang 
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mengatur tentangAperadilanApidana yang tidak tercantum padaAKUHAP. 
Hukum pidana materiil adalah suatu peraturan yang mencakup berbagai 
norma yang isinya larangan dan perintah yang sudah dihubungkan dengan 
suatu penderitaan yang sifat khususnya14. HukumApidanaAformilAditujukan 
untuk menemukan dan mencari hal yang benar secara materiil atau paling 
tidak mendekati hal yang benar secara materiil. Terwujudnya ketertiban 
masyarakat Indonesia secara hukum menjadi hal yang sangat penting agar 
dapat meraih masyarakat yang sejahtera, damai, tenteram, dan adil atau dalam 
istilahAjawa “tataAtentremAkertaArahaja”15. Untuk mewujudkan hal tersebut 
suatu negara tidak bisa menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, 
keadilan, dan mengatasi kriminalitas dengan sendirinya sehingga 
membutuhkan aparatur negara.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa batasan penghentian penuntutan suatu tindak pidana berdasarkan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020? 
2. Bagaimana upaya penghentian penuntutan diluar pengadilan  
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan 
penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan batasan penghentian penuntutan suatu tindak 
pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. 
2. Untuk mengkaji upaya penghentian penuntutan diluar pengadilan 
berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik  
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan dan 
pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penyelesaian 
perkara pidana. Lebih spesifik lagi ini juga dapat menambah bahan 
kajian tentang kewenangan penuntut umum dalam melakukan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan penyelesaian Studi 
Strata Satu Ilmu Hukum di Universitas Pancasakti Tegal. Hasil penelitian 
ini juga dapat menambah referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian dengan tema “Restorative Justice” sudah banyak 
dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran bahwa penelitian 
ini bukan plagiat dan bukan replikasi penelitian- penelitian yang sudah ada, 
peneliti mengilustrasikan 3 (tiga) penelitian terkait yaitu: 
1. Zevanya Simanungkalit, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan 
Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di 
Polrestabes Kota Makassar)”. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan 





pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang 
mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas 16 . Sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti memfokuskan tindak pidana apa 
saja yang dapat dilakukan restorative justice melalui Perja No. 15/2020. 
2. Taufik Makarau dan Tim, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan 
Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan 
oleh Anak-Anak”. Penelitian ini mengkaji arti penting penerapan 
restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak-anak, dan pemikiran apa yang mendasari penerapan restorative 
justice terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak 17 . Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji 
mekanisme keadilan restoratif yang diatur oleh Perja No. 15/2020 dari 
sisi penerapannya.  
3. I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian 
Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”. Penelitian ini mengkaji tentang 
bagaimana penyelesaian tindak pidana di tahap penyidikan dengan 
mengedepankan restorative justice 18 . Sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan yaitu bagaimana mekanisme tentangApenghentianA 
penuntutanAberdasarkanAkeadilanArestoratif yang diatur dalamAPerja 
No.15/2020. 
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Berdasarkan ilustrasi beberapa penelitian di atas dapat ditegaskan 
bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan yang sudah ada. 
Penelitian ini memfokuskan pada tujuan penghentian perkara pidana di tahap 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, batasan suatu tindak pidana dapat 
dilakukan restorasi justice, dan mekanisme penerapanAkeadilanArestoratif 
yang diatur dalamAPerja No. 15/2020. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitan 
Penelitian ini berjenis library research yaitu riset dengan cara 
meneliti berbagai kajian pustaka yang berupa data sekunder19. Alasan 
penggunaan jenis penelitian ini yaitu karena berbagai dokumen hokum 
menjadi referensi (sekunder) penelitian. Selanjutnya, data sekunder 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti yang 
termuat dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberi 
penjelasan bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil 
penelitian, dan karya ilmiah pakar hukum20. Penelitian ini menggunakan 
bahan hukum primer karena menjadikan beberapa peraturan perundang-
undangan terkait sebagai referensi. Sedangkan menggunakan bahan 
hukum sekunder karena menjadikan beberapa buku, jurnal dan tulisan 
lain sebagai referensi.  
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2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan 
normatif adalah kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani 21 . 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena akan mengkaji 
suatu persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau hukum positif. 
3. Sumber Data 
Data penelitian ini termasuk kedalam sumber data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain (tidak langsung)22. Data 
sekunder yang digunakan berupa dokumen hukum yang dijadikan 
referensi utama untuk mengkaji pendekatan keadilan restoratif seperti 
disebutkan dalam Perja No. 15/2020. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui penelurusan secara offline dan online. Penulusaran kepustakaan 
secara offline adalah aktivitas untuk mencariAsumberApustaka ke lokasi 
penyimpananAdata. Sedangkan penulusuran secara online adalah 
aktivitas untukAmencariAsumber pustaka diAjaringanAinternet. 
Penulusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara 
mencari bahan pustaka ke perpustakaan, koleksi buku dan jurnal pribadi, 
dan pembelian buku. Sedangkan penulusuran secara onlineAdilakukan 
denganAsearchingAdi internet.   
                                                             
21  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,  
hlm. 93 





5. Metode Analisis Data 
Riset ini mempergunakan metode analisis data kualitatif yaitu 
tahapan untukAmengorganisasikan danAmengurutkanAdataAkeAdalam 
pola,Akategori danAsatuan uraianAdasarAuntuk menemukan tema yang 
akan ditampilkan melalui narasi 23 . Alasan peneliti mempergunakan 
metode ini dikarenakan penyajian data akan dijelaskan secara naratif 
deskriptif, bukan melalui angka/numerik. 
                                                             






A. Pidana dan Pemidanaan 
1.  Hukum Pidana 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 
menyebutkan apa tujuan dan pedoman untuk melakukan pemidanaan, 
sehingga dalam menjatuhkan pidana sering ditafsirkan sesuai dengan 
pandangan aparat penegak hukum baik penuntut umum maupun hakim, 
yang mana masing-masing penuntut umum  dan hakim yang satu dengan 
yang lainnya memiliki sudut pandangan yang berbeda-beda. Didalam 
KUHP kita mengenal adanya asas legalitas, asas legalitas tersebut 
diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach ( 1775-1833) yaitu 
seorang sarjana hukum pidana jerman dalam bukunya Lehrbuch des 
penlichen recht pada tahun 180124. Apa yang di rumuskan oleh Feuerbach  
mempunyai arti yang sangat dalam yaitu nulla peona sine lege, nulla poena 
sine crimine, nullum crimen sine poena lagali, yang kemudian ketiga frase 
tersebut dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium ‘nulum delictum, 
nulla poena sine praevia legi poenali’ yang artinya tidak ada suatu 
perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana 
yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan25. Dari adagium tersebut juga 
memiliki makna bahwa hukum pidana juga bersifat kaku, dalam arti tidak 
dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau 
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perkembangan diri pelaku, karena hukum pidana memiliki dasar prinsip 
yaitu26: 
1. Lex scripta: hukum pidana itu harus tertulis 
2. Lex certa : rumusan hukum pidana harus jelas 
3. Lex stricta : rumusan hukum pidana harus tegas tanpa adanya analogi 
4. Retroactive atau lex praevia : hukum pidana tidak berlaku surut.  
Berdasarkan prinsip diatas sudah dapat kita artikan bukanlah hukum 
pidana apabila ada suatu aturan yang hanya mengatur tentang norma saja 
tanpa diikuti dengan sanksi pidana atau ancaman pidana. Sanksi pidana 
ditujukan kepada mereka yang telah melanggar ketentuan apa yang ada 
dalam hukum pidana yang biasanya sanksi tersebut berupa kenestapaan atau 
derita yang harus dijalani oleh seseorang akibat perbuatan pidana yang 
dilakukannya. Sanksi pidana itu sendiri bukan tidak ada maksud dan tujuan 
dan bukan hanya menderitakan seseorang saja, namun fungsi dari sanksi 
pidana adalah social control dan social engginering, menurut Ronny 
Hantijo Soemitro: kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan 
sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang 
menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-
tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi, sedangkan menurut Rusli 
Effendy tersebut di atas, menunjukkan bahwa hukum sebagai alat rekayasa 
sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di 
manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut 
perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.27 
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Pidana merupakan nestapa yang diberikan oleh negara kepada 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana, Garland mendefinisikan 
pidana28: 
“The legal pocess whereby violators of criminal law are condemnede 
and sanctionedin accordance with specified legal categories and 
procedure” 
Yang artinya Suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan 
dan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi dan 
aturan hukum yang telah di tetapkan. 
Simmon, mengartikan hukum pidana dalam arti objektif dengan 
merumuskan sebagai berikut29: 
“het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrending door 
de Staat of eenige andere openbare rechgemeenschap voor den 
overtreder een bijzonder leed “straf” verboden is, van de voor 
schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden 
aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt 
opgelegd en toegepast”. 
Artinya: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-
keharusan, yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suatu 
masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu 
penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan 
keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai 
akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari 
hukumannya itu sendiri” 
Selain dari pendapat para sarjana terdahulu, beberapa pakar hukum 
pidana Indonesia seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwija 
Priyatno juga mendefinisikan apa itu yang di maksud dengan pidana: Tidak 
semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu 
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penderitaan atau nestapa, Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan 
utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan 
penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik dapat terdiri 
dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang 
dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia30. 
2.  Pemidanaan 
Berbicara tentang pidana kita tidak dapat lepas dari yang namanya 
pemidanaan, pemidanaan merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh 
seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pemidanaan 
merupakan suatu perbuatan yang diberikan kepada kriminal yang bisa 
dibenarkan menurut norma-norma bukan dikarenakan adanya berbagai 
konsekuensi yang positif bagi pelaku kriminal, pihak korban juga dipandang 
sebagai orang lain dilingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini 
dikenal dengan sebutan teori konsekuensialisme. Pidana yang diberikan 
bukan disebabkan oleh perbuatan jahat pelaku tetapi supaya pelaku tersebut 
tidak berbuat hal yang serupa dan menjadikan orang lain takut untuk berbuat 
jahat. 
pada umumnya, kata ‘pidana’ didefinisikan sebagai hukum yang 
mempunyai akibat nestapa, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. Pada dasarnya hukum pidana di bedakan menjadi dua yaitu 
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, doktrin membedakan 
hukum pidana formil dan materil. Penjelasan J.M. Van Bemmelen yaitu31: 
                                                             
30  Dwi Priyatno, 2007, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika 
Aditama, hlm. 8-9 





“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturutturut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. 
Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu”. 
 Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum 
pidana formil sebagai berikut32: 
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana 
untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur 
cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 
dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
Dari penjelasan diatas, sudah dapat kita bedakan bahwa yang 
mempunyai sifat penghukuman atau penal adalah hukum pidana materil, 
sehingga apabila seseorang melanggar hukum pidana materiil maka ada 
akibat penal yang di timbulkan atau harus dijalani oleh si pelaku tersebut, 
sedangkan hukum pidana formil dimaksudkan untuk mencari sesuatu yang 
benar secara materiil atau sebagai aturan atau alat atau tata cara negara 
melalui alatnya untuk membuktikan kepada seseorang yang telah melanggar 
hukum pidana materiil. 
                                                             





Dalam hukum pidana materiil dimana di dalamnya mempunyai 
sanksi pemidanaan atau sanksi penal, oleh karena itu di dalam hukum 
pidana kita mengenal adanya teori tujuan pemidanaan yaitu33: 
1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan: 
Pemidanaan sendiri bertujuan sebagai alat pembalasan yang 
diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana atau bisa dikata pidana sebagai akibat mutlak diharuskan adanya 
balasan bagi pelaku kejahatan. 
2. Teori Relative atau Teori Tujuan: 
Teori relatif/teori tujuan/teori utilitarian lahir sebagai reaksi atas 
adanya teori absolut. Secara umum, teori ini bukan sekadar balas yang 
diterima pelaku tetapi lebih berorientasi pada menciptakan ketertiban 
umum. 
Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan utama dariApemidanaan 
pelaku yaitu:34 
1. Sebagai sarana dalam menjaga ketertiban umum (dehandhaving van 
de maatschappelijke orde); 
2. Sebagai sarana dalam melakukan perbaikan dari kerugian masyarakat 
yang diakibatkan oleh kriminalitas. (het herstel van het doer de 
misdaad onstane maatschappelijke nadeel); 
3. Sebagai sarana dalam merehabilitasi pelaku (verbetering vande 
dader); 
4. Sebagai sarana dalam mematikan pelaku (onschadelijk maken van de 
misdadiger); 
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Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah 
agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, 
pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk 
membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban 
umum35. 
3. Teori Campuran  
Teori ini adalah menggabungkan antara teori absolute dengan 
teori relative, dalam teori ini mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan 
itu sendiri bukan hanya membalas perbuatan pelaku pidana saja sebagai 
mana ajaran teori absolute serta bukan hanya melindungi masyarakat 
agar terciptanya ketertiban dan keamanan  sebagai mana ajaran teori 
relative, namun tujuan pemidanaan itu ingin mengubah tabiat jahat diri si 
palaku agar menjadi baik yang selanjutnya pelaku kejahatan tersebut 
dapat berguna jika kembali lagi ke masyarakat. Roeslan mengemukakan 
bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa 
kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan 
orang dapat diterima kembali dalam masyarakat36. 
Dari uraian diatas dapat di tarik benang merahnya bahwa tujuan 
pidana itu sendiri yaitu sebagai social control dan social engineering, dan 
pidana itu sendiri tidak dapatlah bisa di lepaskan dari pemidanaan yang 
mana tujuan pemidanaan pada umumnya yaitu  selain sebagai alat untuk 
balas dendam, melindungi masyarakat agar terciptanya keamanan dan 
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ketentraman juga bertujuan untuk mengubah tabiat seseorang yang jahat 
menjadi baik agar dapat diterima di masyarakat.  
B. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana 
Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem 
peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang didalamnya 
juga mengatur tentang Criminal Justice Process (proses peradilan pidana). 
Sistem ini diletakan pada landasan prinsip perbedaan fungsional antara  
penegak hukum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan37 
Pada dasarnya istilah criminal justice system (sistem peradilan pidana) 
memperlihatkan suatu tahapan kerja yang digunakan untuk menanggulangi 
kejahatan yang mengacu pada pendekatanAsistem. PendekatanAsistem 
merupakan suatu metode yang mempergunakan semua unsur sehingga menjadi 
satu kesatuan, interelasi (saling berhubungan) yang saling memengaruhiAsatu 
samaAlain.  
Romli Atmasasmita mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai 
istilah dalam suatu proses kerja untuk mengatasi kejahatan dengan 
mempergunakan dasar pendekatanAsistem38. Sebagai suatu sistem,Aperadilan 
pidanaAmengenal 3 pendekatan yaitu normatif,Aadministratif, danAsosial. 
Dari sudut pandang pendekatan normatif, aparatur penegak hukum ke dalam 4 
golongan yaitu Kepolisian,.Kejaksaan, .Pengadilan, .dan.Lembaga Pemasya-
rakatan sebagai lembaga yang melaksanakan peraturan yang berlaku. Keempat 
lembaga tersebut adalah bagian yang terikat dalam sistemApenegakanAhukum. 
Dari sudut pandang pendekatan administratif, 4 aparatur tersebut adalah 
                                                             
37 Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan),Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.90 
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organisasi/manajemen yang mempunyai sistem kerja yang sifatnya horizontal 
dan vertikal sesuai denganAsrukturAorganisasi yangAberlaku. Sedangkan dari 
sudut pandang pendekatan sosial, 4 aparatur tersebut adalah bagian yang terikat 
dengan sistem sosial yang menjadikan masyarakat umum ikut bertanggung 
jawab atas kesuksesan dan kegagalan lembaga hukum tersebut dalam bertugas. 
Muladi39  menyatakan bahwa definsi dari integratedAcriminalAjustice 
systemAadalah sinkonisasi/keserempakan/keselarasan dalam hal-hal berikut:  
1. Sinkronisasi struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan dan 
keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.  
2. Sinkronisasi substansial adalah (substansial syncronization) yaitu 
keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam 
kaitannya dengan hukum positif.  
3.  Sinkronisasi kultural (cultural syncronization) yaitu keserempakan dan 
keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan 
falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan 
pidana.  
Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:  
1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana 
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).  
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen 
peradilan pidana.  
3.  Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi 
penyelesaian perkara.  
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4.  Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan ‘the 
administration of justice’ 
Untuk memperoleh deskripsi tentang criminal justice sistem, beberapa 
definisi yang dapat peneliti berikan yaitu : 
a. PadaABlackALaw Dictionary,ACriminalAJusticeASystemA didefinisikan 
sebagai ”the network of court and tribunals which deal with criminal law 
and it’s enforcement”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu 
pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun 
pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, 
tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh 
peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi 
penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan. 
b. RemingtonAdanAOhlin, CriminalAJusticeASystem dapat didefinisikan 
sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi 
peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan 
hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminisrasi 
dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri 
mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara 
rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan 
segala keterbatasannya. 
c. MardjonoAReksodipoetro, SistemAPeradilanAPidana adalah suatu 
mekanisme yang ada di masyarakat untuk mengatasi kejahatan. 
d. Menurut Muladi, sistemAperadilanApidanaAmerupakan jaringan 
peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana 
formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi 
kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu 
berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja 
akan membawa bencana berupa ketidakadilan. 
 
Untuk menjelaskan sistem peradilan pidana dapat dijelaskan melalui 
berbagai perspektif. Istilah Sistem Peradilan Pidana adalah perwujudan yang 
memiliki keunikan dan perbedaan dengan sistem sosial yang lain. 
Perbedaannya bisa diketahui dari eksistensinya dalam menghasilkan semua 
yang sifatnya unwelfare (contohnya, stigmatisasi, penghilangan nyawa 
manusia, perampasan kemerdekaan/harta benda) pada skala yang lebih besar 
dapat menghasilkan sesuatu yang sifatnya welfare (penekanan tindak pidana, 





Pada hakekatnya, sistem peradilan pidana adalah tahapan/proses 
untuk menegakan hukumApidana. Oleh sebab itu, terdapat hubungan yang erat 
antar ketentuan pidana, baik dari sisi hukum acara pidana ataupun hukum 
substantif. Hukum pidana adalah alat untuk menegakanAhukumApidana ‘in 
abstracto’ yang dapat ditampilkan dalamApenegakanAhukum ‘in concreto’. 
Peran penting dari keberadaan sistem peradilan pindana dalan perundang-
undangan pidana karena ketentuan hukum tersebut memberi kekuasaan kepada 
pengambil keputusan dan menjadi landasan hukum atas keputusan yang sudah 
yang ditetapkan. Saat mempersiapkan suatu kebijakan,  lembaga legislatif akan 
memformulasikan dan mengaplikasikan program kebijakan yang sudah 
diputuskan.  Dengan kata lain, proses politik yang terjadi di suatu negara pada 
hakekatnya terbentuk oleh tiga tujuan yaitu untuk membentuk hukum, 
menegakkan hukum, serta melaksanakan wewenang dan kompetensi. 
Sebagaimana hal tersebut diatas, terdapat sejumlah asas yang wajib 
untuk diperhatikan dan dilaksanakan pada suatu hukum pidana dikarenakan 
seseorang wajib merasakan adanya jaminan bahwa sistem peradilan pidana 
hanya akan menyentuh seseorang berdasarkan pada asas legality principle 
(hukum yang telah ada sebelumnya) sebagai landasan hukum tertulis.  Selain 
itu,  hukum juga harus dapat mengacu pada expediency principle (asas 
kegunaan) bagi kepentingan khalayak agar menghasilkan interest of the legal 
order (kepentingan tertib hukum) sehingga penuntutan mendapatkan 
legitimasi. Asas priority principle (asas prioritas) berdasar pada bertambahnya 
beban sistem peradilan pidana jika dikaitkan berbagai kesamaan kategori. 
Prioritas ini juga terkait dengan berbagai alternatif pilihan jenis pidana atau 





Menurut Mardjono Reksodipoetro, SistemAPeradilanAPidana 
merupakan suatu mekanisme untuk mengendalikan kejahatan yang yang 
mencakup instansi-instansi seperti: Kepolisian,.Kejaksaan,.Pengadilan, 
.dan.Lembaga Pemasyarakatan. Sistem PeradilanAPidana dimaksudkan untuk 
adalah: 
1.      Mengantisipasi adanya korban kejahatan di masyarakat. 
2.      Memuaskan masyarakat karena keadilan dapat ditegakkan 
sehingga kasus kejahatan yang terjadi selesai setelah pelaku 
dipidana. 
3.    Mengupayakan supaya pelaku kejahatan tidak tidak mengulangi 
kejahatannya. 
Menurut Muladi, AtujuanASistemAPeradilanAPidanaAdapat yaitu : 
a. Jangka pendek, untuk mencapai resosialisasiAdan rehabilitasi 
maka pelaku akan ditindak secara pidana. 
b. Jangka menengah, untuk mencapai sasaran yang luas maka dapat 
dilakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan 
membuat peraturan pidana (Criminal Policy). 
c. Jangka panjang, untuk mencapai social welfare (kesejahteraan 
masyarakat) pada tataran Social Policy. 
 
C. Teori Pertanggung Jawaban Pidana. 
Berbicara tentang perbuatan pidana, tidak terlepas dari permasalahan 
pertanggung jawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya mengatur tentang 
perbuatan apa yang dianggap pidana, namun apakah perbuatan pidana itu telah 





Dalam hukum pidana ada asas yang berbunyi ‘geen straft zonder 
shhuld’ atau ‘actus non facit reum nisi mens sist rea’ yang pada dasarnya 
kedua adagium tersebut jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah ‘ tiada 
perbuatan pidana tanpa kesalahan’40, Artinya, individu bisa divonis pidana, 
maka individu tersebut tidak hanya berbuat pidana saja, tetapi juga kesalahan 
saat melakuukannya dan tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur 
kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. 
Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menetapkan apakah 
pelaku dapat divonis atau tidak atas perbuatan pidananya. Saat proses 
mempertanggungjawabkan, seorang terpidana akan dipertimbangkan melalui 
sejumlah syarat, apabila syarat sesuai dengan UU dapat terpenuhi maka pelaku 
dapat dipidanakan. Selain itu, dari sisi kemampuan untuk mempertanggung 
jawabkan, si pelaku tersebut benar-benar memiliki kemampuan 
mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Moeljatno 
mengemukakan jika syarat dapat dipidana yaitu: 
1. Adanya kesalahan pidana. 
Seseorang bisa dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat 
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela 
karenanya, yaitu mengapa orang tersebut melakukan perbuatan yang 
merugikan orang lain/masyarakat, padahal secara sadar orang tersebut 
mampu mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek 
di masyarakat. Selain itu adapun suatu kesalahan yang dapat di cela karena 
melakukan perbuatan pidana, jika walaupun orang tersebut tidak sengaja 
                                                             





melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut terjadi karena dia lalai atau 
alpa terhadap kewajiban-kewajibannya41. 
2. Diatas umur tertentu dan berakal sehat/tidak terganggu kejiwaan. 
Bahwa di kebanyakan beberapa KUHP negara-negara lain ada di 
tentukan bahwa seseorang anak yang dibawah umur di contohkan 10 tahun 
apabila anak tersebut melakukan perbuatan yang berakibat pidana, maka 
anak tersebut tidaklah dapat atau di ajukan tuntutan pidana, salah satu 
contoh dalam KUHP Negara Swiss menegaskan seseoarang yang berusia 6-
14 tahun terdapat aturan tersendiri, sedangkan di Jerman mengatur usia 14 
tahun ke bawah tidak dapat diajuakan tuntutan pidana. Maksud dalam 
ketentuan tersebut dimungkinkan terhadap anak-anak di bawah 10 tahun 
dimungkinkan penuntutan, nemun tidak untuk di pidana, tetapi diadakan 
tindakan (maatregelen) 42 . Di Indonesia sendiri sesuai dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 
tertanggal 24 Februari Tahun 2011, batas minimum usia seorang anak dapat 
diadili di Pengadilan dari 8 Tahun menjadi 12 Tahun. 
Selain batas usia anak sebagaimana putusan MK, di dalam KUHP 
juga mengatur tentang seseorang yang tidak dapat di pertanggung jawabkan 
jika melakukan perbuatan pidana yaitu seseorang yang terganggu 
kejiwaannya sebagaimana dalam pasal 44 ayat 1 KUHP: 
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maatregelen adalah tindakan dalam hukum pidana, dalam hal ini hakim bisa memvonis tindak 
pidana, tetapi tidak/kurang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan 
tindakannya sebab pelaku mengalami gangguan mental/jiwa atau retardasi mental. Selain itu, 
pada hal tertentu pemidanaan seseorang disebabkan adanya kemampuan untuk 
mempertanggung jawabkan tindakannya untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan tata 






“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” 
 
Bahwa orang yang dianggap gangguan pada jiwanya tidak dapat 
dipertanggung jawabkan atas dirinya, karena perbuatan yang dilakukan 
olehnya tidak dapat dipikirkan atas akibatnya. 
Moeljatno memberikan kesimpulan bahwa syarat untuk pelaku 
pidana yang mampu bertanggung jawab, yaitu43: 
1. Mampu untuk membedakan antara tindakan buruk (melawan hukum) dan 
baik (sesuai dengan hukum); 
2. Mampu untuk insyaf dari tindakan buruk kearah tindakan baik. 
Seseorang dapat dikatakan bisa mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dapat dilihat yang pertama faktor akal, yaitu pelaku bisa 
mengetahui dan membedakan tindakan yang boleh dan tidak. Selanjutnya 
faktor perasaan, yaitu pelaku bisa menyesuaikan perilakunya dengan sadar 
terhadap tindakan yang boleh dan tidak. Maka dari itu, bila pelaku telah 
berbuat pidana yang sesuai dengan perundang-undangan tetapi pelaku 
tersebut tidak sadar saat melakukannya maka ia tidak bersalah secara pidana 
dan tidak bisa mempertanggung jawabkan atas perbuatannya untuk 
dipidanakan. 
3. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf 
Dalam KUHP Indonesia sendiri tidak ada secara tegas disebutkan 
istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun yang tertulis 
dalam BabAketiga dariAbuku pertamaAKUHP hanya mencantumkan 
                                                             





beberapa alasan yangAmenghapuskanApidana. Achmad Soema dalam teori 
hukum pidana menjelaskan sejumlah alasan tersebut:44 
1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan tindak pidana pelaku 
sehingga tindakan yang dilakukannya menjadi benar dan patut. 
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan tindakan salah yang 
sudah dilakukan pelaku. Tindakan pelaku memang tetap bertentangan 
dengan hukum dikarenakan korban memaafkan kesalahan pelaku. 
AlasanAtidak dipertanggungAjawabkan seseorangAterletak diAluar 
orangAituA(uitwendig), dalamAKUHPAterdapat padaAPasal 48 s/d 51: 
1. Overmacht (Daya Memaksa) (Pasal 48 KUHP); 
“Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, 
tidak dapat dipidana” 
 
R. Sugandhi, S.H.Adalam bukunyaAyang berjudulAKitab 
Undang-UndangAHukumAPidana, menyatakan ‘karenaapengaruhAdaya 
paksa’Aharus didefinisikan sebagai dampak dari daya paksaan terhadap 
jasmani, rohani, lahir, dan batin. DayaApaksa ini tidak bisaAdilawan 
karena kekuatannya jauh lebihAbesar, yakni kekuasaan yang tak 
mungkin dilawan. Klasifikasi kekuasaan yang dapat peneliti bedakan 
yaitu:45 
1. Mutlak yaitu: tidak dapat berbuat lain dalam artian seseorang tidak 
dapat berbuat lain selain melakukan tindakan pidana. Ia tidak dapat 
menghindar sama sekali. contohnya, korban dipegangi oleh pelaku 
yang lebih kuat, selanjutnya korban dilemparkan kejendela kaca 
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hingga kaca tersebut pecah dan mengakibatkan rusaknya barang yang 
dimiliki seseorang. Pada kejadian tersebut menggambarkan bahwa 
seseorang yang lemah itu tidak bisa dihukum sebab orang yang lebih 
kuatlah yang melakukan kejahatan sehingga orang jahat itulah yang 
harus dihukum.  
2. Relatif yaitu: kekuasaan/kekuatan yang tidak dapat memaksa orang 
secara mutlak (penuh) sehingga ia masih berpeluang untuk 
menentukan sendiri langkah apa selanjutnya. Contohnya, A 
menodongkan pistol kepada B dan B diperintahkan untuk membakar 
rumahnya. Bila B tidak secepatnya menuruti perintah A untuk 
membakar rumah, maka A akan menembak B. Dalam pikiran B, jika 
B menolak maka ia akan mati dan jika ia mengikuti perintah A maka 
B yang menjadi pelaku pembakaran. Meskipun demikian, B tidak bisa 
dipidana sebab B  dipaksa oleh A. Perbedaan kekuasaan yang sifatnya 
mutlak dan relatif adalah kekuasaan mutlak, orang yang melakukan 
pemaksaan itu yang bersalah, sedangkan kekuasaan relatif, orang yang 
dipaksa bersalah karena ia dipaksa oleh orang lain. 
3. Keadaan darurat : R. Sugandhi menyatakan perbedaan kekuasaan 
relatif  dengan keadaan darurat ialah pada keadaan darurat ini orang 
dalam paksaan dapat menentukan sendiri kejadian pidana mana yang 
hendak dilakukannya, sedang pada kekuasaan relatif, seseorang tidak 








2. Noodweer (Pembelaan Terpaksa) (Pasal 49 KUHP); 
DalamAKUHPApembelaan terpaksaAdibedakanAmenjadi 2 
(dua), yaituAnoodweerA (pembelaanAterpaksa) AdanAnoodweer-exces 
(pembelaanAdaruratAyangAmelampauiAbatas) terdapatAdalamAPasal 
49 KUHPAyangAberbunyi: 
(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan 
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan 
kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena 
ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat 
itu yang melawan hukum. 
(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 
atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. 
 
Lamintang, menjelaskan unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa 
(noodweer) adalah46: 
1. Adanya serangan yang bersifat seketika dan serangan tersebut  bersifat 
melawan hukum (wederrechteljk); 
2. Serangan tersebut mengancam secara langsung bagi tubuh, 
kehormatan/ kesusilaan dan harta benda; 
3. Pembelaan tersebut bersifat perlu; 
4. Pembelaan bersifat seperlunya. 
 
Untuk dikatakan seseorang dianggap melakukan pembelaan 
terpaksa harus sebanding dengan serangan/ancaman. Yang mana 
perbuatan pembelaan terpaksa tersebut dilakukan apabila adanya suatu 
serangan yang bersifat melawan hukum pidana dan perbuatan pidana itu 
harus mengancam kehormatan atau kesusilaan, tubuh atau harta benda, 
apabila berkaitan hal tersebut terpenuhi maka seseorang dapat melakukan 
pembelaan terpaksa yang pada dasarnya perbuatan pembelaan tersebut 
bersifat pidana, namun orang tersebut tidak dapat di persalahkan untuk di 
                                                             






mintakan pertanggung jawaban pidana dengan catatan pembelaan 
tersebut memang bersifat perlu dan tidak ada jalan lain, namun 
pembelaan tersebut juga harus bersifat sewajarnya, Hattum mengatakan 
“tindakan yang dapat di benarkan oleh suatu pembelaan yang bersifat 
perlu haruslah di berikan pengertian yang wajar yaitu47: 
“dat middel en doel in onderlinge afhankelijkheid redelijk moeten 
zijn” 
 
Yang artinya “ bahwa cara dan tujuan itu dalam hubungannya 
yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain haruslah 
bersifat wajar” 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, seseoranga bolehlah melakukan 
pembelaan terpaksa namun dengan cara-cara yang wajar dan tidak 
berlebihan dalam hal ini di contohkan si A adalah seorang perempuan 
yang pada saat itu pulang malam karena harus menyelesaikan 
pekerjaannya, pada saat si A pulang ada si B dan si C yang menghadang 
si A di tengah jalan yang mana si B dan si C bertujuan hendak 
memperkosa si A, dan pada saat itu suasana sepi, pada saat si A hendak 
di perkosa, si A tidak dapat lari dikarenakan si A terjebak di lorong yang 
buntu dan pada saat si B dan si C mulai memegang tubuh si A,si A 
melihat batu yang kemudian memukulkan ke kepala si B dan si C dengan 
tujuan si B dan si C kesakitan sehingga si A dapat melarikan diri, dalam 
contoh tersebut si A pada dasarnya telah melakukan perbuatan pidana 
yaitu penganiayaan, namun si A tidak dapat dipertanggung jawabkan 
perbuatannya di karenakan si A melakukan perbuatan tersebut untuk 
                                                             





melindungi kehormatannya dan untuk melarikan diri dari ancaman 
pemerkosaan yang hendak dilakukan oleh si B dan Si C.  
MenurutAnoodweer-exces, adaApersamaan antaraApembelaan 
terpaksaA (noodweer) Adengan pembelaanAterpaksaAyangAmelampaui 
batasA (noodweer-exces), yaituAkeduanyaAmensyaratkanAadanya 
seranganAyang melawanAhukum, yangAdibela jugaAsama, 
yaituAtubuh, AkehormatanAkesusilaan, Adan hartaAbenda, Abaik diri 
sendiriAmaupunAorang lain48, PerbedaannyaAialah: 
a. PadaApembelaanAterpaksaAyangAmelampauiAbatas (noodweer 
exces),pembuatAmelampauiAbatasAkarenaAkeguncangan jiwaAyang 
hebat. OlehAkarenaAitu, makaAperbuatanAmembelaAdiriA 




b. PembelaanAterpaksa (noodweer)AmerupakanAdasarApembenar, 
karenaAmelawanAhukumnyaAtidakAada. 
3. Melaksanakan Undang-undang (Pasal 50); 
Pada dasarnya di dalam KUHP Belanda atau code penal sendiri 
aturan mengenai penghapus pidana terkait melaksanakan undang-undang 
yaitu tertuang dalam pasal 327 code penal yang berbunyi: 
“Niet straftbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een 
wettelijk voorschrift” 
 
“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan 
untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan” 
                                                             






Di Indonesia sendiri ketentuan tidak dapat di pidananya seseorang 
dalam melaksanakan perintah undang-undang juga diatur dalam KUHP 
yaitu di dalam pasal 50 yang berbunyi: 
“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan peraturan undang-undang” 
 
Pada awalnya Hoge Raad mengartikan Undang-Undang secara 
sempit/formil, yaitu hanya sebatas produk regulasi yang diciptakan oleh 
DPR/Raja saja. Namun, lama-kelamaan terjadi perubahan pemikiran, 
sehingga perundang-undangan doleh Hoge raad iartikan secara materiil, 
yaitu seluruh ketentuan yang diciptakan oleh legislatif yang ditetapkan 
sebagai UU49. Dengan demikian melaksanakan perintah undang-undang 
tidak hanya terpaku pada undang-undang saja, melainkan dalam 
perundang-undangan Indonesia bisa meliputi Perpu, PP, Perpres, Perda, 
dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut yaitu apakah UU tersbeut wajib 
untuk dilaksanakan. Secara umum, bila peraturan itu memberikna 
kewenangan untuk kewajiban dilaksanakan maka menjadi kewajiban. 
Dengan perkataan lain kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan 
undang-undang namun apabila suatu peraturan tersebut tidak mengatur 
tentang kewenangan yng bertentangan dengan perbuatan materil, maka 
orang tersebut tidak dapat dikatakan hapusnya pidana karena melakukan 
perintah undang-undang. Pada suatu hukum sering ditemui adanya 
pejabat yang melaksanakan kewajiban dan tugas tertentu agar 
seseorangAdapat membebaskanAdiriAdariAtuntutan. Implementasi Pasal 
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50 ini, tindakan itu harus dapat masuk akan, wajar, dan patut untuk 
dilaksanakan. Saat pelaksanaan perundang-undangan, daya paksa dan 
pembelaan darurat haruslah seimbang dengan tujuan dan pelaksnaanya. 
Contohnya, seorang polisi lalu lintas mencoba menghentikan salah satu 
pelanggar lalu lintas di jalan raya, yang mana pada saat polisi tersebut 
berusaha memberhentikan si pelanggar itu, pelanggar tetap berusaha 
kabur dan tidak mengindahkan peluit yang di tiup kan oleh polisi lalu 
lintas tersebut, yang mana mengakibatkan polisi lalu lintas itu marah dan 
menembakan senjata api ke pelanggar lalu lintas itu, dari contoh tersebut 
si polisi lalu lintas tidak bisa berlindung menggunakan pasal 50 ini, sebab 
polisi itu tidak melakukan kewajiban/tugasnya itu secara masuk akal, 
wajar, dan patut seperti yang tercantum pada perundang-undangan dan 
kemarahan polisi lalu lintas tersebut tidak dapat membenarkan 
tindakannya, karena seseorang dianggap menjalankan perintahAundang-
undangAtidakAbersifatAmelawanAhukum, AsehinggaApasal 50 tersebut 
merupakanAalasanApembenar. 
4. Ambtelijk Bevel (Melaksanakan Perintah Jabatan) (Pasal 51). 
KataAambtelijkAbevel atau ‘perintahAjabatan’ ituAsendiri secara 
harfiah bisa didefinisikan sebagai perintah yang sudah diberikan oleh 
pimpinan, dimana wewenang perintah bersumber pada kedudukan 
menurut jabatan (ambtelijk positie) baik dari pemberi perintah ataupun 
dari penerima perintah50. Di Indonesia melakukan perintah jabatan dapat 
dijadikan alasan untuk menghapus pidana yang tertulis sebagaimana 
yang tercantum pada Pasal 51 KUHP berikut: 
                                                             















Di dalam ketentuan ini menjadi suatu pertanyaan sendiri apakah 
antara pemberi perintah dan penerima perintah harus ada keterkaitan 
jabatan (pegawai_negeri), Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara 
Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei Tahun 1918 memberikan 
pertimbangan bahwa,  
“disini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan 
membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk 
patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ 
negara”51. 
Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana ketentuan untuk 
seseorang dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan yaitu:52 
1. Substansi (materi pokok) perintah jabatan berasal dari pejabat yang 
memiliki kewenangan’ adalah pegawai negeri, penguasa, atau pejabat. 
Pemberian perintah oleh pejabat berwenang harus mengacu pada dasar 
hukum dari jabatan ia miliki. Perintah jabatan ini tidak memerlukan 
adanya pemberi perintah dan penerima perintah yang memiliki 
keterkaitan jabatan, serta tidak harus seorang pegawai negeri. 
2. SubstansiAdariAperintah jabatanAtanpaAwewenang, yaituAperintah 
jabatanAtanpaAwewenangAiniApadaAdasarnyaAtidakAdapatAmele-
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paskanAorang yangAdiperintahAdari pidana. APengecualian terhadap 
ketentuanAumumAmengenaiAperintahAjabatanAyangAtanpaAwewe
nang iniAhanyalahAapabilaAyangAdiperintahAmemenuhiAdua 
syaratAyangAditentukanAdalamAPasalA51 ayat (2) AKUHP, yaitu: 
JikaAyangAdiperintah,AdenganAitikadAbaikAmengiraAbahwa 
perintahAdiberikanAdenganAwewenang; Adan, Pelaksanaan perintah 
ituAtermasuk dalamAlingkungan pekerjaanAorang yangAdiperintah. 
 
D. Restorative Justice  
1.  Sejarah Restorative Justice 
Pada dasarnya konsep restorative justice telah lahir di era tahun 
1970 di Amerika Utara dan Eropa yang di tandai kehadiran Victime offender 
Reconciliation Program di Ontario, kemudian dicovery di Indiana dan 
Inggris 53, pada 21 abad yang lalu sejak Yesus Kristus atau Isa Almasih 
menyebarkan kitab perjanjian baru (injil) dan 14 abad yang lalu dengan 
kehadiran Islam  sudah di perkenalkan prinsip Restorative justice yang 
masing-masing berupa prinsip ‘Cinta Kasih’ dan ‘Qisos’, yang diganti 
dengan ‘Diyat’ yaitu mengampuni dan memaafkan 54 . Pendekatan ini 
diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan 
mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani 
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perkara-perkara pidana saat ini karena prinsip model restorative justice ini 
bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana 
antara korban dan pelaku kejahatan”. 
New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan 
restorative justice yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, 
disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang 
kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan 
Family Group Conference (FGC). Pada perkembangan selanjutnya, 
restorative justice juga diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang berat. 
Irlandia Utara menerapkan restorative justice pada alternatif penyelesaian 
tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan restorative justice dalam 
rangka reformasi pengadilan. Penerapan restorative justice di Afrika 
nampak dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli, peningkatan sanksi 
kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. 
Timur Tengah menerapkan restorative justice berawal dari proses 
penyelesaian konflik tradisional. Kawasan Asia lainnya menerapkan 
restorative justice terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa 
penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Mexico 
menerapkan restorative justice setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 
menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan 
ditinjau ulang55. 
Di Indonesia sendiri konsep Restorative Justice tersebut pada 
dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang 
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berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi 
dasar tujuan pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada 
keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi 
“mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam 
Hukum Adat Indonesia. 
 
2. Variasi Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan 
Pidana di Beberapa Negara. 
Pada dasarnya peningkatan_dan_penghargaan terhadap_hak_asasi 
manusia_merambah dalam_dunia hukum_khususnya_dalam hukum_pidana. 
Semula_proses pemidanaan_yang_merupakan_puncak_dari_proses_peradilan 
pidana_hanya_berorientasi_pada_teori_absolut_atau_pembalasan 56 . Menurut 
teori_absolut, _pidana_dijatuhkan semata-mata_karena_orang_telah melaku- 
kan suatu perbuatan_kejahatan_atau_tindak_pidana. Pidana_merupakan_suatu 
akibat_mutlak_yang_harus_ada_sebagai_suatu_pembalasan_kepada_pelaku ke- 
jahatan. Sehingga_dasar pembenar_dari pidana_terletak pada_adanya atau 
terjadinya_kejahatan itu_sendiri57. Teori_ini dapat disebut_juga_dengan_teori 
pembalasan_atau penebusan, _yang_berarti_bahwa ‘si penjahat_membayar 
kembali_hutangnya’ (the_criminal_paid_back). Teori_tersebut_masih_terpaku 
atau_terkonsentrasi_pada_pelaku_tindak_pidana_serta_berorientasi_pada per-
buatan_pidana yang_dilakukan_oleh_pelaku. 
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Dalam ilmu kriminologi kita mengenal adanya 3 pembahasan terkait 
ruang lingkup kriminologi, Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok 
ruang lingkup pembahasan kriminologi58, yaitu : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana; 
b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan; 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga 
terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan. 
Dalam kajian ilmu tersebut hanya membahas bahwa pembuatan 
hukum pidana, faktor-faktor terjadinya pidana dan akibat yang di timbulkan 
dari perbuatan pidana, namun pada dasarnya selain tiga ruang lingkup 
tersebut pada dasarnya di beberapa tindak pidana kita mengenal adanya 
korban (Victime) yang akhirnya muncul kajian ilmu di bidang pidana yaitu 
victimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban. Ilmu tersebut lahir 
karena adanya reaksi bahwa pada dasarnya di beberapa negara korban 
tindak pidana tidak di perhatikan nasibnya, karena beberapa sanksi pidana 
hanya menghukum pelaku pidana saja yang mengakibatkan adanya 
pemikiran bahwa hukum pidana hanyalah untuk menghukum pelaku pidana 
bukan memulihkan hak korban yang hilang akibat peristiwa pidana. 
Paradigma inilah yang kemudian menjadikan adanya pergeseran lebih lanjut 
pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak 
saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga 
memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. 
                                                             





Karena pada dasarnya konsep pidana adalah equal atau setara maka pada 
dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak di ruang lingkup 
hukum pidana, bukan hanya pelaku namun korban pun mempunyai hak 
yang sama di mata hukum, Konsep dan filosofi hukum pidana inilah yang 
menjadikan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan secara 
berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, 
masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai 
konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif. 
Ada beberapa konsep restorative justice / keadilan restorative di 












pedulian_pelaku atas_akibat perbuatannya_kepada_orang_lain_serta mem-
beri_kesempatan_pelaku bertanggung_jawab_penuh_atas_perbuatannya. 
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3. Circele_Dalam_praktiknya_pelaksanaan_Circeles. _Semua_peserta_duduk 














ditanggung. Para_peserta_merancang_sebuah sanksi_yang_didiskusikan 
dengan_pelaku_dalam_jangka_waktu_tertentu untuk membuat perbaikan 
atas akibat tindak pidananya.  Setelah dirasakan cukup dan disepakati 
maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. 





3. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana 
Dalam perkembang hukum di Indonesia akhir-akhir ini, apabila 
terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur 
normatif yaitu melalui pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan 
menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal 
yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan 
dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win 
lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang 
dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, 
penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada 
umumnya kerap menimbulkan satu rasa ‘tidak enak’, menyimpan dendam, 
merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin 
membalas dendam60. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di 
Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan 
demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan 
penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau 
kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan 
hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice 
system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di 
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dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk 
menegakkan aturan-aturan hukum abstrak61. 
 
Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system 
setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki / memulihkan (to restore) 
perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat 
bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara 
langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan 
orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu 
sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada ‘perlindungan masyarakat’ 
dan ‘perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana’. 
Secara sistem peradilan pidana Indonesia, Restorative justice pada 
dasarnya sudah di terapkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana didalamnya terdapat 
pelaksanaan Diversi yang outpunya adalah Mediasi Penal. Mediasi penal 
sendiri dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian 
perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan 
oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang 
dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) 
sebagai berikut62:  
1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas 
mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan 
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mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan 
pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. 
Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.  
2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): 
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, 
yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, 
kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa 
takut, 
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal 
merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, 
menghindari prosedur hukum yang ketat.  
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous 
participation/Parteiautonomie/Subjek tivierung): Para pihak (pelaku dan 
korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi 
lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan 
kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya 
sendiri. 
 
Permasalahan utama untuk memberlakukan atau 
mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif 
(restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada 
sistem peradilan pidana pada khsusunya terletak pada mekanisme 
penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan 
restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang 
ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih 
sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh 
pendekatan atau konsepkeadilan restoratif (restorative justice) lebih 
mengedepankan konsep perdamaian, konsep ‘mediasi’ dan konsep 
rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat 
luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana 





pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga 
saat ini.63 
E. Kewenangan Jaksa di Indonesia 
1.  Sejarah Kejaksaan  
Didalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya 
istilah integrated criminal justice system yang pada dasarnya memiliki dua 
peranan penting, yakni di satu sisi sebagai sebuah sistem dan di sisi lain 
sebagai sebuah proses. Yang di maksud dengan Sebagai sebuah sistem yaitu 
di dalam integrated criminal justice system ada hubungan fungsional dan 
institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakkan 
hukum. Sedangkan sebagai sebuah proses, dimaksudkan bahwa peradilan 
menempuh proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara 
pidana yang berlaku. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana 
integrated criminal justice system dalam sistem peradilan pidana sebagai 
sebuah sistem dan sebagai sebuah proses64. 
Berbicara tentang integrated criminal justice system di benak kita 
sudah membayangkan bahwa di dalamnya terdapat alat negara yang 
bertugas melakukan penegakan hukum yaitu ada Penyidik Kepolisian atau 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan 
Lembaga Pemasyarakatan. Dari beberapa instansi tersebut memiliki tugas 
dan wewenang masing-masing yang terintegrasi satu sama lain, namun 
masing-masing instansi tidak dapat mempengaruhi kewenangan satu sama 
lain. 
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Membahas tentang jaksa kita tidak lepas dari institusi kejaksaan, 
istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman 
kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, 
istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi 
dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, 
yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti 
Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat 
negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk 
tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas 
untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa 
ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin 
dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya 
yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas 
(opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van 
Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih 
terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa65. 
Di Indonesia sendiri sebutan ‘jaksa’ sudah di gunakan sejak 
beberapa abad silam, yang mana kata jaksa tersebut  diambil dari kata 
‘adhyaksa’ yang mana gelar tersebut di gunakan untuk para petinggi 
kerajaan dan merupakan gelar tertinggi untuk para hakim tinggi di kerajaan 
pada zaman hindu di pulau jawa, dan pada zaman pemerintahan Vereenigde 
Oostindische Compagnie/Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau 
Perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang akrab kita kenal dengan 
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sebutan VOC, jaksa telah di kenal dengan sebutan Jaxa yang kemudian 
berubah menjadi ‘djaksa’ yang mana sebutan tersebut sebagai sebutan 
untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang 
magistrate dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada Tahun 1942-
1945,sebutan tersebut berubah menjadi ‘JAKSA’ pada masa itu ditulis jaksa 
adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-
perkara pidana66. 
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara 
resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang pemerintah zaman 
pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh 
Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan 
itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin 
(pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin 
(pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa 
Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 
1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; 
2. Menuntut Perkara; 
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 
Setelah Indonesia merdeka, fungsi tersebut itu tetap dijalankan dan 
dipertahankan di Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam 
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang kemudian diperjelas didalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mana isinya adalah 
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bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan 
negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka 
segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, 
secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia. telah ada sejak 
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus Tahun 
1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus Tahun 1945, dalam 
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan 
kedudukan Kejaksaan dalam Struktur Negara Republik Indonesia, yakni 
dalam lingkungan Departemen Kehakiman. 
Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai 
perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun 
waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, 
hingga kini Kejaksaan RI telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa 
Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, 
kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI juga 
juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. 
Menyangkut Undang-undang tentang Kejaksaan, perubahan 
mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni Tahun  1961, saat pemerintah 
mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini 
menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas 
sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen 





organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas 
dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan 
penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan 
Tinggi, yang kemudian pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang 
menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup 
perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi 
Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1991 tertanggal 20 November Tahun 1991, dan akhirnya pada masa 
reformasi diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk 
menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-
undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai 
peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. 
2. Kewenangan Kejaksaan Berdasarkan KUHAP. 
Secara konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat 1 
Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia  yaitu: 
“lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang” 
 
Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kejaksaan 





presiden yang mempunyai kekuasaan yang di berikan oleh negara di bidang 
penuntutan serta undang-undang lain yang mengatur kewenangan kejaksaan. 
Sedangkan jaksa sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  berbunyi : 
“Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang” 
Di sisi lain didalam Undang - undang  Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menuliskan apa yang di maksud 
dengan penuntut umum yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi: 
“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim” 
 
Dari kedua pasal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa 
antara jaksa dan penuntut umum adalah sesuatu yang berbeda, dimana 
penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksankan penetapan 
hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum. 
Sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelasakan Kejaksaan 
dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan lainnya dalam upayanya 
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran 





kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Secara umum kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang 
- undang  Nomor 16 Tahun 2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
yaitu67: 
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. melakukan penuntutan;  
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;  
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang;  
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas 
nama negara atau pemerintah.  
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:  
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;  
c. pengawasan peredaran barang cetakan;  
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara;  
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal. 
 
Selain di dalam Undang –undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Repubik Indonesia, kewenangan penuntut umum juga diatur 
dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil, yaitu tertuang dalam  Pasal 14 
KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang68: 
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a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu; 
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan 
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik; 
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik; 
d. membuat surat dakwaan; 
e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang 
telah ditentukan; 
g. melakukan penuntutan; 
h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 
j. melaksanakan penetapan hakim. 
 
Dipertegas kembali dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum 
berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa 
melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. 
Dari ketentuan diatas, kewenangan penuntut umum dalam KUHAP 
yaitu melakukan pra penuntutan hasil penyidikan dari penyidik sampai 
dengan ke persidangan hingga eksekusi terpidana, karena pada dasarnya 
penuntut umum sebagai Dominus litis yaitu “Suatu Asas, yang menegaskan 
bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentutan selain Jaksa 
Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa 
Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli 
penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa 
meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim 





penuntut umum” 69 , oleh karena itu didalam pasal 14 KUHAP juga 
menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan demi 
kepentingan hukum. 
Pada dasarnya penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
sudah diatur di dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) yang 
berbunyi: 
“Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi 
hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat 
ketetapan” 
Dari ketentuan pasal diatas dapat diartikan bahwa kewenangan 
penuntut umum dalam menghentikan penuntutan tidak secara serta merta, 
namun ada kualifikasi khusus perkara pidana yang dapat di hentikan 
penuntutannya oleh penuntut umum yaitu apabila penuntut umum 
menganggap bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, peristiwa tersebut 
ternyata bukanlah peristiwa pidana atau perkara di tutup demi kepentingan 
hukum. 
Untuk menguji perkara tersebut dianggap tidak cukup bukti, 
penuntut umum berpedoman pada ketentuan alat bukti sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat bukti 
yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa, sedangkan untuk menjadikan alat bukti keterangan 
saksi sendiri, penuntut umum harus mempunyai minimal dua saksi 
sebagaimana asas ‘unus testis nullus testis’ yang berlaku universal, yang 
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kemudian asas tersebut diadopsi dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP 
“Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan tidak 
semua orang dapat diajukan sebagai saksi apabila tidak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menjelaskan saksi adalah “orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” serta perluasan alat bukti saksi 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 
“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Karena pada dasarnya dalam 
melakukan pembuktian KUHAP menganut teori Negative wettelijk stelsel70, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang beralah melakukannya” 
 
Selain penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, 
dalam KUHAP menjelaskan bahwa jaksa juga dapat menghentikan 
penuntutan karena bukanlah tindak pidana, yang dimaksud dalam hal ini 
yaitu pada saat tahap penuntutan perkara tersebut hendak di limpah ke 
pengadilan, ternyata perkara tersebut setelah di kaji bukanlah merupakan 
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tindak pidana melainkan perbuatan perdata atau administratif, maka 
penuntut umum dapat tidak melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. 
Dan yang terakhir yaitu penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 
dalam hal ini yang dimaksud yaitu apa yang diatur dalam KUHP sebagai 
hukum materil, KUHP dalam bab VIII menegaskan beberapa pasal yang 
mengatur kewenangan penuntutan hapus karena : 
a. nebis in idem “seseorang tidak dapat di tuntut untuk ke dua kalinya 
dalam perkara yang sama kecuali putusan hakim masih menyatakan 
mungkin di ulangi (Pasal 76 KUHP); 
b. terdakwa meninggal dunia (Pasal 77) 
c. kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP); 
d. denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82 KUHP, 
dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam KUHP di luar 
bab yaitu; 
e. delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP) 
 
Dari penjelasan diatas, penuntut umum dapat menghentikan 
penuntutan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah diatur dalam KUHAP 
dan KUHP, oleh karena itu apabila ada suatu perkara pidana yang secara 
unsur perbuatan materil terpenuhi dan secara formil terpenuhi pula maka 
penuntut umum selaku alat negara harus menegakan keadilan yaitu melalui 
kewenangannya untuk melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak 
pidana tersebut tanpa melihat apa maupun siapa karena pada prinsipnya 
semua masyarakat Indonesia kedudukannya sama di mata hukum.   
 
3. Kewenangan Jaksa Agung Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi 





wewenang kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 
Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia  yang mana Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang 
pengangkatan dan pemberhentiannya di lakukan oleh presiden, dalam 
menjalankan tugasnya jaksa agung di bantu oleh wakil jaksa agung dan 
beberapa jaksa agung muda sebagai unsur pembantu pimpinan. 
Didalam Undang -undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, jaksa agung di beri kewenangan khusus oleh undang-
undang yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lain maupun pimpinan 
instansi penegak hukum lainnya, kewenangan tersebut diberikan secara 
atribusi langsung oleh undang-undang yang terdapat dalam Pasal 35 UU 
Kejaksaan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:  
a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;  
b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-
undang;  
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;  
d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 
dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;  
e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 
dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;  
f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya 
dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Dari beberapa kewenangan yang dimiliki oleh jaksa agung, ada satu 
kewenangan yang sangat penting yaitu kewenangan mengenyampingkan 
perkara demi kepentingan umum, hal tersebut secara terminologi berbeda 
dengan apa yang diamanakan oleh KUHAP yang di berikan kepada 





Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau sering di 
sebut dengan deponering berasal dari asas yang sudah diakui oleh negara-
negara yang menganut civil law yaitu asas opportunitas, Menurut asas ini, 
Jaksa Agung berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke 
pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat “The public prosecutor 
may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or 
not”. Jadi dalam hal ini, Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi tidak 
wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut 
pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi 
kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak 
dituntut71. 
A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai: 
“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk 
menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau 
korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum72. 
A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa 
pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan 
asas oportunitas merupakan rectsvinding (penemuan hukum) yang harus 
dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya 
keadilan dan persamaan hukum. Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, 
bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian. 
Adagium Romawi menghendaki ‘ius suum cuique tribuere’. 
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Pada prinsipnya penyampingan atau deponering perkara, si pelaku 
kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya memang cukup alasan dan bukti 
untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan 
bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman karena 
secara formil dan materiil terpenuhi serta tidak adanya alasan pemaaf atau 
pembenar. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, “sengaja 
dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak 
penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum” yang mana 
apabila perkara tersebut tetap diajukan kepersidangan maka akan ada 
kepentingan umum yang lebih besar yang terabaikan dalam artian yaitu 
kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas73. 
Oleh karena itu di dalam penjelasan pasal 35 huruf c Undang -
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
menjelasakan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah 
kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, 
mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 
merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh 
Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan 
kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. 
Pada dasarnya asas opportunitas ‘bersifat diskriminatif’ dan 
menggagahi makna persamaan dimata hukum, karena  dalam penyampingan 
perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan 
umum dalam artian seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana 
                                                             






perkaranya dideponir atau dikesampingkan yang selanjutnya perkara 
tersebut tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi 
kepentingan umum, dengan mempertimbangkan alasan kepentingan umum, 
hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum 
dikesampingkan hal tersebut berbeda dengan penghentian penuntutan demi 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Batasan Penghentian Penuntutan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. 
Restorative Justice berasal dari kata ‘restore’ yang artinya 
pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan justice 
memilik makna keadilan sedangkan dimaksud dengan restorative justice 
atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana 
bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana 
antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi 
dalam sistem hukum pidana arti restorative justice yaitu konsep peradilan 
pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat 
bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi 
korban dan masyarakat untuk memperbaiki.74 
Kejaksaan.Republik.Indonesia.sebagai.lembaga.pemerintahan.yang 
melaksanakan.kekuasaan.negara.di.bidang.penuntutan.harus.mampu mewu-
judkan.kepastian.hukum, .ketertiban.hukum, .keadilan, .dan.kebenaran 
berdasarkan.hukum.dan.mengindahkan.norma.keagamaan, .kesopanan, .dan  





                                                             





dana yang.tidak berorientasi.pada pembalasan.merupakan.suatu.kebutuhan 
hukum.masyarakat.dan.sebuah.mekanisme.yang.harus.dibangun.dalam pe-
laksanaan.kewenangan.penuntutan.dan.pembaruan.sistem.peradilan.pidana. 
Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan 
penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan 
meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-
undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya 
yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk 
menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak 
memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk 
pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan demikian di atas, maka 
dianggap perlu untuk ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 
2020. 
Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 Tahun 2020, yang 
dimaksud Keadilan Restoratif adalah: 
“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 
Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” 
 
Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan 
Jaksa pada seksi penerangan hukum bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi 
Lampung Yaitu DR.(Can) Risky Fany Ardhiansyah,SH.,MH. Menjelaskan 
bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoretive adalah suatu produk hukum Kejaksaan RI 





tersebut telah di sampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 
dalam sosialisasi PERJA Nomor 15 Tahun 2020, yaitu DR.Sunarta,SH., 
M.Hum. dalam pidatonya kepada seluruh jaksa di Indonesia 
mengamanatkan pesan Jaksa Agung RI yaitu Bapak ST.BURHANUDIN 
agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani, karena hati nurani 
tidak ada dalam buku melainkan ada di hati para jaksa, walaupun 
mekanisme tersebut tidak diatur dalam sistem peradilan Indonesia yang 
diatur dalam KUHAP, oleh karena itu dengan adanya PERJA Nomor 15 
Tahun 2020 para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup perkara 
kecil yang masuk dalam kriterian yang ada dalam PERJA Nomor 15 Tahun 
2020 karena secara dominus litis kewenangan penuntutan merupakan 
domain dari penuntut umum. Hal tersebut telah dilaksanakan di beberapa 
Kejaksaan Negeri di daerah antara lain di Kejaksaan Negeri Lampung 
Selatan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah melakukan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restorative dimana tersangka yang 
bernawa Irwan sebagai supir telah menggelapkan 30 Kg getah karet dari 
PT.PN VII dengan nilai kerugian Rp.525.000 yang mana tersangka 
melakukan hal tersebut demi tugas tersangka sebagai kepala keluarga untuk 
memenuhi nafkah keluarganya, hal lain juga telah terjadi di Kejaksaan 
Negeri Dumai telah melakukan penghenntian penuntutan kepada MI (17 
tahun) yang telah mencuri kipas angin di salah satu masjid, dan tujuan dari 
PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana 
itu sendiri dari segi teori Relative yaitu merubah sifat jahat seseorang 
menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori absolute karena keadilan 





memulihkan keadaan semula dengan cara memperbaiki hubungan antara 
pelaku kejahatan dengan korban, namun menurut Risky ada beberapa 
kendala terkait dengan penerapan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tidak 
adanya data kriminal yang terintegrasi antara penegak hukum sehingga 
menyulitkan jaksa apakah tersangka yang akan dilakukan penghentian 
penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pernah melakukan 
tindak pidana dan telah di hentikan di tahap penyidikan atau belum jaksa 
tidak mengetahui.  
Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang 
berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yaitu pihak pelaku, 
pihak korban, pihak keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait atau 
dalam hal ini penuntut umum yang mempunyai pengaruh penting dalam 
pelaksanaan mewujudkan keadilan restoratif75. 
Dari hasil penelitian diatas apabila kita kaitkan dengan teori-teori 
hukum pidana positif, pada dasarnya akan bertentangan, karena pada 
dasarnya definisi apa yang dimaksud dengan  criminal justice process yaitu: 
“The legal pocess whereby violators of criminal law are condemnede 
and sanctionedin accordance with specified legal categories and 
procedure” 
Yang artinya Suatu proses hukum dimana merupakan suatu celaan dan 
sanksi terhadap pelanggar hukum pidana sesuai dengan kategorisasi 
dan aturan hukum yang telah di tetapkan. 
Hukum pidana menurut Simmon, dalam arti objektif merumuskan 
sebagai berikut76: 
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“het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrending door 
de Staat of eenige andere openbare rechgemeenschap voor den 
overtreder een bijzonder leed “straf” verboden is, van de voor 
schriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden 
aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt 
opgelegd en toegepast”. 
 
Yang artinya: “keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-
keharusan, yang atas pelanggarnya oleh negara atau oleh suatu 
masyarakat hukum umum lainnya telah diakaitkan dengan suatu 
penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan 
keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai 
akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari 
hukumannya itu sendiri” 
Beberapa pakar hukum pidana Indonesia seperti Muladi dan Barda 
Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno juga mendefinisikan apa itu yang di 
maksud dengan pidana: Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana 
pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, Pidana pada 
hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi 
tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik 
(conflictoplossing). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan 
kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau 
pengembalian kepercayaan antar sesama manusia77. 
Berbicara tentang pidana kita tidak dapat lepas dari yang namanya 
pemidanaan, pemidanaan merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh 
seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pemidanaan sebagai 
suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal 
                                                             





bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. 
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku 
kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 
serupa. 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum yang 
mempunyai akibat nestapa, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. Pada dasarnya hukum pidana di bedakan menjadi dua yaitu 
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, doktrin membedakan 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen 
menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut78: 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. 
Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu”. 
 Hukum pidana meteril dan hukum pidana formil menurut untuk 
dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan 
hukuman ataas pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur 
cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 
dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
                                                             





Berdasarkan penjelasan diatas, sudah dapat kita bedakan bahwa yang 
mempunyai sifat penghukuman atau penal adalah hukum pidana materil, 
sehingga apabila seseorang melanggar hukum piidana materiil maka ada 
akibat penal yang di timbulkan atau harus dijalani oleh si pelaku tersebut, 
sedangkan hukum pidana formil bertujuan untuk menemukan kebenaran 
materiil atau sebagai aturan atau alat atau tatacara negara melalui alatnya 
untuk membuktikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana 
materiil. 
Dalam hukum pidana materiil dimana di dalamnya mempunyai 
sanksi pemidanaan atau sanksi penal, oleh karena itu di dalam hukum 
pidana kita mengenal adanya teori tujuan pemidanaan yaitu79: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan: 
Pemidanaan sendiri bertujuan sebagai alat pembalasan yang 
diakibatkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak 
pidana atau bisa dikata Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada 
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. 
b. Teori Relative atau teori tujuan: 
Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, teori ini 
lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut yang mana dalam teori ini 
secara garis besar mengajarkan bahwa tujuan pidana menurut teori relatif 
bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban 
di dalam masyarakat. 
                                                             





Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan 
yaitu:80 
1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de 
maatschappelijke orde); 
2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai 
akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad 
onstane maatschappelijke nadeel); 
3) Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 
4) Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de 
misdadiger); 
5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad). 
 
Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah 
agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, 
pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk 
membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban 
umum81. 
c. Teori campuran  
Teori ini adalah menggabungkan antara teori absolute dengan 
teori Relative, dalam teori ini mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan 
itu sendiri bukan hanya membalas perbuatan pelaku pidana saja sebagai 
mana ajaran teori absolute serta bukan hanya melindungi masyarakat 
agar terciptanya ketertiban dan keamanan  sebagai mana ajaran teori 
relative, namun tujuan pemidanaan itu ingin mengubah tabiat jahat diri si 
palaku agar menjadi baik yang selanjutnya pelaku kejahatan tersebut 
dapat berguna jika kembali lagi ke masyarakat. Roeslan mengemukakan 
bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa 
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kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan 
orang dapat diterima kembali dalam masyarakat82. 
Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik benang merahnya bahwa 
tujuan pidana itu sendiri yaitu sebagai social control dan social engineering, 
dan pidana itu sendiri tidak dapatlah bisa di lepaskan dari pemidanaan yang 
mana tujuan pemidanaan pada umumnya yaitu  selain sebagai alat untuk 
balas dendam, melindungi masyarakat agar terciptanya keamanan dan 
ketentraman juga bertujuan untuk mengubah tabiat seseorang yang jahat 
menjadi baik agar dapat diterima di masyarakat. 
Untuk dapat dipidananya seseorang pelaku perbuatan pidana, 
disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi 
unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, 
selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab 
pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya 
atau tidak. Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan 
pertanggung jawaban pidana dengan syarat sebagai berikut: 
a. Adanya kesalahan pidana. 
Seseorang bisa dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada saat 
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela 
karenanya, yaitu mengapa orang tersebut melakukan perbuatan yang 
merugikan orang lain/masyarakat, padahal secara sadar orang tersebut 
mampu mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang 
jelek di masyarakat. Selain itu adapun suatu kesalahan yang dapat di cela 
                                                             





karena melakukan perbuatan pidana, jika walaupun orang tersebut tidak 
sengaja melakukan perbuatan, namun perbuatan tersebut terjadi karena 
dia lalai atau alpa terhadap kewajiban-kewajibannya83. 
b. Diatas umur tertentu dan berakal sehat/tidak terganggu kejiwaan. 
Dalam beberapa KUHP negara-negara lain ada di tentukan bahwa 
seseorang anak yang dibawah umur di contohkan 10 tahun apabila anak 
tersebut melakukan perbuatan yang berakibat pidana, maka anak tersebut 
tidaklah dapat atau di ajukan tuntutan pidana, salah satu contoh dalam 
KUHP Negara Swiss menegaskan seseoarang yang berusia 6-14 tahun 
terdapat aturan tersendiri, sedangkan di jerman mengatur usia 14 tahun 
ke bawah tidak dapat diajuakan tuntutan pidana. Maksud dalam 
ketentuan tersebut dimungkinkan terhadap anak-anak di bawah 10 tahun 
dimungkinkan penuntutan, namun tidak untuk di pidana, tetapi diadakan 
tindakan (maatregelen) 84 . Di Indonesia sendiri sesuai dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 
tertanggal 24 Februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat 
diadili di pengadilan dari 8 Tahun menjadi 12 Tahun. 
Selain batas usia anak sebagaimana putusan MK, di dalam KUHP 
juga mengatur tentang seseorang yang tidak dapat di pertanggung 
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maatregelen adalah tindakan dalam hukum pidana, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan 
tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa 
atau penyakit jiwa atau retardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula 
diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan 
maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial 






jawabkan jika melakukan perbuatan pidana yaitu seseorang yang 
terganggu kejiwaannya sebagai mana dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” 
 
Bahwa orang yang dianggap gangguan pada jiwanya tidak dapat 
dipertanggung jawabkan atas dirinya, karena perbuatan yang dilakukan 
olehnya tidak dapat dipikirkan atas akibatnya. 
Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, 
yaitu harus ada85: 
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 
yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 
baik dan buruknya perbuatan. 
Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan 
dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah 
satunya adalah tentang keadilan restoratif atau restorative justice.86 





kan suatu_konsep_yang_memiliki_legitimasi_dalam_aplikasinya, sebagai 
wujud_aktualisasi_dari_filosofi_tersebut_maka_konsep_tersebut__harus 
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dituangkan_dalam_peraturan_perundang-undangan yang berlaku. 
Perubahan_dan_dinamika_masyarakat_yang_teramat_kompleks_disatu sisi 
sedangkan di_sisi_lainnya_terhadap_regulasi_pembuatan_peraturan sebagai 





kejahatan_hampir_seluruhnya_selalu_berakhir_di penjara. Padahal_penjara 
bukanlah_solusi_terbaik_dalam_menyelesaikan_tindak_kejahatan, khusus- 
nya tindak_kejahatan_dengan “kerusakan” yang_ditimbulkannya_masih 
bisa_di restorasi, sehingga_kondisi_yang_telah “rusak” dapat_dikembalikan 
ke_keadaan_semula. Restorasi_tersebut_memungkinkan_adanya penghilang 
an stigma_dari_individu pelaku. Paradigma_penghukuman_dikenal_sebagai 
restorative_justice, di_mana_pelaku_memperbaiki_kerugian_yang_telah 
ditimbulkannya_kepada_korban, _keluarganya_dan_masyarakat.88  
Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai 
fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang 
menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di “nomor duakan‟. Secara 
teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni 
kedailan distributif, keadilan retributif, kedilan komutatif, dan keadilan 
korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, 
buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala 
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sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua 
pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap 
orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh 
keadilan. Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif 
karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-
ketentuan formal-prosedural. 
Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan 
yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan 
berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila 
dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, 
perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua 
prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.89 
Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 
ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai 
bahwa lembaga Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan 
prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan 
terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara 
pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural 
dalam melakukan konkretisasi hukum. 
Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana 
merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-
lembaga Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan 
                                                             





sebagai komponen pengendalian.90 Pengendalian yang dimaksudkan adalah 
mengendalikan, menyelesaikan serta menanggulangi kejahatan di kehidupan 
bermasyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang sejahtera dan toleran. 
Sistem peradilan pidana mencakup proses penegakan hukum dari awal 
hingga pengembalian keseimbangan pada tatanan masyarakat. 
Menurut Gustav Radbruch,_terdapat_tiga unsur_utama_yang_harus 
diperhatikan_dalam_menegakkan.hukum,.yaitu: .kepastian.hukum 
(Rechtssicherheit), _kemanfaatan_(Zweckmassigkeit) dan_keadilan 
(Gerechtigkeit).91 Masing-masing_unsur_ini_berjalan_satu.dengan.yang.lain 
secara.berdampingan. .Jika.dalam.penegakan.hukum.memerhatikan.unsur 









kejahatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.92 
Konsep pendekatan dalam perwujudan keadilan restoratif tidak 
terlepas dengan adanya mediasi penal. Mediasi penal mengambil peran 
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penting dalam penegakan hukum pidana dengan memerhatikan unsur 
keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah 
dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. 
Unsur keadilan dan kemanfaatan di tonjol kan pada perhatian penyelesaian 
perkara berdasarkan victim’s interest (kepentingan korban) dalam 
pelaksanaan mediasi. 
Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang 
melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem 
peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (penal 
reform). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide 
perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (restorative 
justice), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek 
negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, 
khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (alternative to 
imprisonment/alternetive to custody). Serta ide pragmatisme yang 
dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara 
pidana (the problems of court case overload).93 
Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai ‘jiwa’ dari mediasi 
penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian 
keadaan/ tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum 
terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan 
pengembalian kerugian materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh 
korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya 
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mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Moh. Hatta, 
keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan 
sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat 
dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem 
peradilan pidana saat ini.94 
Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan 
restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif. 
Rumusan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat 
perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan 
keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah tersangka 
baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak 
pidananya ada dua hal.  
Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan 
pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima 
tahun.  
Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti  atau nilai 
kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta 
rupiah. 
Hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, PERMA tersebut 
                                                             






menyebutkan tentang klasisfikasi tindak pidana ringan yang proses 
penyelesaiannya harus dibedakan dengan tindak pidana biasa lainnya, yaitu 
dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :  
1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, 
Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib 
memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan 
memperhatikan Pasal 1 di atas.  
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera 
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaa Cepat yang diatur dalam 
Pasal 205-210 KUHAP.  
3.  Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua 
Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan 
penahanan. 
Pertimbangan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut 
yaitu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu 
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran 
berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan 
kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan 
restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 





pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan 
hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam 
pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan 
pidana. 
Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses 
penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan 
memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta 
menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk 
keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi 
keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan 
menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara 
demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada 
penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). 
Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan 
sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 
b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 
Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan 
menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian 





secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala 
Kejaksaan Tinggi. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, 
kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: 
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; 
b. penghindaran stigma negatif; 
c. penghindaran pembalasan; 
d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan 
e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian 
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 
b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; 
c. tingkat ketercelaan; 
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 
e. cost and benefit penanganan perkara; 
f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 
g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. 
Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja 
Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal 
yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian 





2020 terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum 
dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain: 
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan 
pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan 
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian 
yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
Khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat 
kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan 
Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau 
Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 Tahun 
2020  disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Sedangkan untuk 
tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 
kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dapat dikecualikan. Dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena 
kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. 
Kewenangan atau diskresi dari Penuntut Umum untuk tidak 
melakukan penghentian penuntutan dapat diberlakukan terhadap tindak 
pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan 
orang dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, dalam hal terdapat 
kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan 





Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif.  
Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan 
diatas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat 
ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada 
kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali 
pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 
1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 
2. mengganti kerugian Korban; 
3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 
4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. 
Sedangkan syarat lain yang tidak dapat dikecualikan yaitu telah ada 
kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat 
merespon positif. 
Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana di atas, maka dapat 
dipahami bahwa pada prinsipnya Perkara tindak pidana dapat ditutup demi 
hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif 
terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan bukan 
residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal 
tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 meliputi: 
a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil 
Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, 
ketertiban umum, dan kesusilaan; 





c. tindak pidana narkotika; 
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan 
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi 
B. Upaya Penghentian Penuntutan Diluar Pengadilan  Berdasarkan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait upaya 
Kejaksaan RI dalam membangun konsep restorative justice di bidang 
penuntutan telah terlihat nyata dengan merumuskan kriteria tindak pidana 
yang dapat di hentikan penuntutannya, sehingga secara prefentive dan 
represif terpenuhi semua yang penulis sajikan dalam Matrix Muatan Materi 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut: 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
Terminologi 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
PASAL 1 1. Keadilan Restoratif adalah 
penyelesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, Korban, 
keluarga pelaku/Korban, dan pihak 
lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan 
bukan pembalasan. 
2. Korban adalah orang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
3. Penuntut Umum adalah jaksa yang 
diberi wewenang oleh Undang-
Undang untuk melakukan penuntutan 
dan melaksanakan penetapan hakim. 
4. Tersangka adalah Tersangka adalah 
seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana. 
- 
Asas-Asas 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
PASAL 2 Penghentian penuntutan berdasarkan 








b. kepentingan umum; 
c. proporsionalitas; 
d. pidana sebagai jalan terakhir; dan 
e. cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
Muatan Materi (Substantif) 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
PASAL 3 (1) Penuntut Umum berwenang menutup 
perkara demi kepentingan hukum. 
(2) Penutupan perkara demi kepentingan 
hukum dilakukan dalam hal: 
a. terdakwa meninggal dunia; 
b. kedaluwarsa penuntutan pidana; 
c. telah ada putusan pengadilan 
yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap terhadap seseorang 
atas perkara yang sama (nebis in 
idem); 
d. pengaduan untuk tindak pidana 
aduan dicabut atau ditarik 
kembali; atau 
e. telah ada penyelesaian perkara 
di luar pengadilan (afdoening 
buiten process). 
(3) Penyelesaian perkara di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. untuk tindak pidana tertentu, 
maksimum pidana denda dibayar 
dengan sukarela sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 
b. telah ada pemulihan kembali 
keadaan semula dengan 
menggunakan pendekatan 
Keadilan Restoratif. 
(4) Penyelesaian perkara di luar 
pengadilan dengan menggunakan 
pendekatan keadilan restoratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b menghentikan penuntutan. 
(5)  Penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
oleh Penuntut Umum secara 
bertanggung jawab dan diajukan 









hal telah ada 
penyelesaian 
perkara di luar 
pengadilan. 
Syarat-Syarat 
Ketentuan Rumusan Keterangan 





Keadilan Restoratif dilakukan 
dengan memperhatikan: 
a. kepentingan Korban dan 
kepentingan hukum lain yang 
dilindungi; 
b. penghindaran stigma negatif; 
c. penghindaran pembalasan; 
d. respon dan keharmonisan 
masyarakat; dan 
e. kepatutan, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
(2)   Penghentian penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 
a. subjek, objek, kategori, dan 
ancaman tindak pidana; 
b. latar belakang terjadinya 
dilakukannya tindak pidana; 
c. tingkat ketercelaan; 
d. kerugian atau akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana; 
e. cost and benefit penanganan 
perkara; 
f. pemulihan kembali pada keadaan 
semula; dan 
g. adanya perdamaian antara Korban 
dan Tersangka. 
 
PASAL 5 (1)  Perkara tindak pidana dapat ditutup 
demi hukum dan dihentikan 
penuntutannya berdasarkan Keadilan 
Restoratif dalam hal terpenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. tersangka baru pertama kali   
melakukan tindak pidana; 
b. tindak pidana hanya diancam 
dengan pidana denda atau 
diancam dengan pidana penjara 
tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 
dan 
c. tindak pidana dilakukan dengan 
nilai barang bukti atau nilai 
kerugian yang ditimbulkan akibat 
dari tindak pidana tidak lebih dari 
Rp2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah). 
(2) Untuk tindak pidana terkait harta 
benda, dalam hal terdapat kriteria 
atau keadaan yang bersifat kasuistik 
yang menurut pertimbangan 
Penuntut Umum dengan persetujuan 






atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat 
dihentikan penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif dilakukan 
dengan tetap memperhatikan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disertai dengan salah satu 
huruf b atau huruf c. 
(3)  Untuk tindak pidana yang dilakukan 
terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 
kemerdekaan orang ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat dikecualikan. 
(4)  Dalam hal tindak pidana dilakukan 
karena kelalaian, ketentuan pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c dapat 
dikecualikan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
berlaku dalam hal terdapat 
kriteria/keadaan yang bersifat 
kasuistik yang menurut 
pertimbangan Penuntut Umum 
dengan persetujuan Kepala Cabang 
Kejaksaan Negeri atau Kepala 
Kejaksaan Negeri tidak dapat 
dihentikan penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif. 
(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
penghentian penuntutan berdasarkan 
Keadilan Restoratif dilakukan 
dengan memenuhi syarat: 
 
Dari matrik diatas bisa kita lihat pada prinsipnya keadilan restoratif 
merupakan prinsip pengembalian keadaan/ tatanan menjadi seperti semula 
(restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan 
keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun 
immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan 
oleh pelaku. Hal tersebut merupakan maksud dan tujuan diterbitkannya 
Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sebagaimana dapat dipahami dalam 





tetap dikedepankan untuk menyelesaikan perkara. tindak pidana dengan 
mengedepankan agar dapat pulih seperti kondisi awal. Perlindungan,  
keseimbangan, serta kepentingan pelaku dan korban tidak berorientasi pada 
pembalasan karena menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Selain pertimbangan tersebut, penghentian penuntutan demi hukum 
dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas 
proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan 
mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta 
dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara 
agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan 
berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan 
melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Guna mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh 
Undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, 
dan biaya ringan, dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah pula diakomodir 
peyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses 
perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. 
Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak melalui musyawarah 
untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan secara 
sukarela. Saat proses perdamaian, peran Penuntut Umum adalah sebagai 
fasilitator artinya tidak berkepentingan/berketerkaitan dengan tersangka, 
korban, ataupun perkara, baik secara pribadi, profesi, langsung, ataupun 
tidak. ProsesAperdamaianAdanApemenuhankewajiban dilaksanakanA 
dalamAwaktuApalingAlamaA14A(empat belas) hariAsejak penyerahanA 





Proses perdamaian dilakukan di kantor Kejaksaan kecuali jika ada 
kondisi/keadaan yang tak memungkinkan yang disebabkan alasan kondisi 
geografis, kesehatan, atau keamanan. Selain itu, prosesAperdamaianAdapat 
dilaksanakanAdiAkantor pemerintah/tempat lain yang sudah disepakati 
dengan diterbitkannya surat perintah dariAKepala CabangAKejaksaan 
NegeriAatauAKepalaAKejaksaanANegeri. 
Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka 
membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut 
Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu 
atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. 
Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditanda tanganiAolehAKorban, 







Apabila antara pihak korban dan pihak pelaku telah melakukan 
proses perdamaian namun jika tidak terjadi kata sepakat dalam perdamaian 
atau tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai nota kesepakatan perdamaian 
maka Penuntut Umum berhak untuk: 
a. mencantumkan gagalnya proses perdamaian pada berita acara; 
b. membuat nota pendapat yang menyatakan bahwa perkara dilanjutkan ke 






Bilamana kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas 
tidak berhasil yang disebabkan oleh tidak proporsionalnya permintaan 
pemenuhan kewajiban, pelecehan (golongan, kebangsan, ras, agama, 
kesukuan), sentimen, ancaman/intimidasi, perlakuan diskriminatif terhadap 
Tersangka yang memiliki itikad baik akan dipertimbangkan oleh Penuntut 
Umum saat mengajukan tuntutan. Tidak dilaksanakannya pemenuhan 
kewajiban karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan 
itikad baik dari Tersangka juga akan ikut dipertimbangkan. Adapun 
Pertimbangan sebagaimana dimaksud berupa: 
a. pemeriksaan singkat pelimpahan perkara; 
b. kondisi yang meringankan tuntutan pidana yang diajukan; dan atau 
c. tuntutan pidana yang diajukan dengan syarat tertemtu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Pedoman_Tuntutan 
Pidana_Perkara_Tindak_Pidana_Umum. 
Penuntut Umum mengajukan laporan kepada Kepala_Kejaksaan 
Negeri_atau_Kepala_Cabang_Kejaksaan Negeri ketika tercapai kesepakatan 
perdamaian yang disertai dengan nota pendapat dan berita acara 
kesepakatan perdamaian. Kemudian, Kepala_Cabang_Kejaksaan_Negeri 
atau Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permintaan persetujuan untu 
menghentikan penghentian penuntutan berdasar pada Keadilan_Restoratif 
kepada Kepala_Kejaksaan_Tinggi. Secara tertulis Kepala_Kejaksaan 
Tinggi_menentukan sikap menolak/menyetujui penghentian penuntutan 
berdasar pada Keadilan Restoratif yang disertai waktu untuk 





Dalam hal_Kepala_Kejaksaan_Tinggi menyetujui_penghentian_penuntutan 
berdasarkan_Keadilan_Restoratif, Kepala_Cabang_Kejaksaan_Negeri_atau 
Kepala_Kejaksaan_Negeri_selaku_Penuntut_Umum_mengeluarkan Surat 
Ketetapan_Penghentian_Penuntutan_dalam_waktu_paling_lama 2_ (dua) 
hari_sejak_persetujuan_diterima. Surat_Ketetapan_Penghentian_Penuntutan 
sebagaimana_dimaksud_dicatat_dalam_Register_Perkara Tahap Penuntutan 
dan_Register Penghentian_Penuntutan dan_Penyampingkan Perkara_demi 
Kepentingan_Umum namun_dalam_hal Kepala_Kejaksaan_Tinggi menolak 









1. Batasan Penghentian Penuntutan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020  
Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan 
demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan 
restoratif terdiri dari mengenai orang atau pelaku adalah tersangka baru 
pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak 
pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya 
diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak 
lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang 
bukti  atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak 
lebih dari 2,5 juta rupiah. Artinya, pada prinsipnya perkara tindak pidana 
dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan 
Keadilan Restoratif terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah 
melakukan dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak 
pidana ringan tertentu. Hal tersebut tidak berlaku terhadap jenis tindak 








2. Upaya Penghentian Penuntutan Diluar Pengadilan  Berdasarkan  
Peraturan Jaksa Agung  Nomor 15 Tahun 2020 
Merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, 
dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 telah diakomodir peyelesaian melalui 
proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak 
korban dengan pihak pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak 
melalui musyawarah untuk mufakat tanpa intimidasi, tanpa paksaan, tanpa 
tekanan, dan secara sukarela. Saat proses perdamaian, peran Penuntut 
Umum adalah sebagai fasilitator artinya tidak berkepentingan/berketerkaitan 
dengan tersangka, korban, ataupun perkara, baik secara pribadi, profesi, 
langsung, ataupun tidak. ProsesAperdamaianAdanApemenuhan kewajiban 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
penulis uraikan, berkaitan dengan batasan dan syarat dilakukannya penghentian 
penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sampai dengan 
saat ini belum terdapatnya integrasi sistem di lingkungan lembaga Kejaksaan 
RI maupun instansi hukum lainnya terkait data kriminal guna melakukan 
tracking apakah pelaku merupakan pelaku pengulangan tindak pidana atau  
pelaku yang  baru melakukan tindak pidana, mengingat output dari hasil 
penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif 
berbeda dengan produk hukum pengadilan berupa putusan yang telah 





1.  Batasan Penghentian Penuntutan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 
Bahwa perlu segera dilakukan pembentukan integrasi sistem yang terpadu 
antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga 
hukum lainnya sebagai criminal justice system terkait data kriminal pelaku 
kejahatan sehingga batasan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh 
penuntut umum dapat terlaksanan dan tepat sasaran sebagaimana kriteria 
yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sehingga penuntut 
umum tidak menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restorative kepada pelaku pengulangan kejahatan (residive)   .  
2.  Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan  Peraturan Jaksa Agung 
Nomor 15 Tahun 2020 
Sebaiknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jangan 
hanya berdasarkan PERJA saja, dikarenakan PERJA hanya aturan yang 
mengikat internal Kejaksaan saja, sedangkan tindakan tersebut masuk dalam 
proses peradilan pidana, oleh karena itu sebaiknya dikuatkan dengan di 
masukan ke dalam Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum yang kuat 
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